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B. Saran 

1. Bapak Kapolri hendaknya perlu meningkatkan sarana dan prasarana, 

anggaran, dan penyuluhan kepada masyarakat, guna upaya penyidik 

dalam menggali kasus penyalahgunaan narkotika dapat teratasi 

semaksimal mungkin agar tidak merusak generasi penerus sebagai tulang 

punggung bangsa. 

2. Penyalahgunaan narkotika merupakan kejahatan transnasional, jadi perlu 

adanya kerja sama antar instansi-instansi supaya lebih cepat dalam 

memberantas penyalahgunaan narkotika tersebut. 

3. Masyarakat juga perlu berpartisipasi berperan aktif dalam 

penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika demi 

kehidupan didalam masyarakat aman dan kondusif serta melaporkan 

kepada penegak hukum apabila mengetahui tindak pidana 

penyalahgunaan narkotika tersebut. 
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